SALINAN
PERATURANBUPATIRKUBU RAYA
NOMOR 5S4 TAHUN 2000
FENTANG

PENTABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ARABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG MATA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

velaksanaan Letentuan Pacal 6 Peraturin Daerah Nomor 10 [ahun 2009 tentang Perubahan Anggaran
Belanga Dacrah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang
¢ \ Pe dan Belanja Daerah;

Dipindai dengan CamScanner



Mengingat

S

()

N

0.

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 193% Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

C:%:E-C:%:: Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Wmvcvrw Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
q l

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 7 _.:: n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Lombaran Negara RepubliX Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

ambahan hk:g?s Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
erapa xall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
.,....,..,.,H,.uo,._m.o.:uo.:m,.,}:,;z,, hnﬂo- 4wmm_mWﬂucz_rH:ao:wuym/«oaoﬁ,“m.ﬁv
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.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

T 1
Indonesia Nomor 4438):

|-
29
(v20] ”r

‘ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor =731);

D

Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeleriggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090); - ;

turan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
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Fahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah L:_T,_: beber: :Z kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .S.. Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor ﬁ;u%

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum C-r,::ﬂ:..,
Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4302);

[8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43503);

19 Peraturan Pemerintah
I'ahun 2003

L

omor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘omor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem H:H,o::mmw Keuangan UumB:.FmEgB: Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 4576);  ~

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20035 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4577);
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2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45378);
21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
\Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4585);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

29 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kubu Rava Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

30.Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47); .
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MEMUTUSKAN :
Nienctapaan . PERATURAN BUPAT!I TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 458.743.934.437,00 bertambah sejumlah
Rp. 14.405.285.988,- sehingga menjadi Rp. 473.149.220.475,- dengan rincian sebagai berikut :

. Pendapatan
a. Semula Rp. 458.743.934.487.00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.992.957.919,33
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 466.736.892.406,33
2. Belanja
a. Semula Rp. 458.743.934.487,00
b. Bertambah/(berkurang) ‘ Rp. 14.405.285.988.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan , ~ Rp.473.149.220.475.00
. mE.Ecm\AUmmm_c setelah vﬁccm:w: Rp. (6.412.328.068,67)

vaEmv,m.m: ‘ ‘ : _ . T :
a. Penerimaan . :
1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.412.328.068.67
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 6.412.328.068,67

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 0,00
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0.00

2) Bertambah/(berkurang) R
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiavaan neto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal

Rp. 0.00

Rp. 6.412.328.068.,67

Rp. 0,00

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kubu Raya.

Diundanckan di Sungai Raya
pada tanggal 15/9/2009
t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 354 : Salinan Sesuaigengan asiny3

Kepala 3agian kyLum 2an rAM
Sexreariat Daera caten Kucu Raya

Di tetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 September 2009

BUPATI KUBU RAYA,
itd

MUDA MAHENDRAWAN
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